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KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum…… 

Salam Sejahtera Bagi Kita Sekalian… 

 

Dengan mengucapkan Puji Syukur kepada Tuhan                   

Yang Maha Kuasa penyusunan Kajian Analisis dan Evaluasi 

Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2017 tentang 

Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan 

Kumuh dan Permukiman Kumuh memerlukan 

penyempurnaan untuk dapat mencegah dan meningkatkan 

kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota 

Bogor sudah selesai kami lakukan.  

Komitmen Pemerintah Daerah Kota Bogor dalam 

pencegahan dan penanganan kualitas terhadap Isu 

perumahan kumuh dan permukiman kumuh menjadi 

perhatian dalam RPJPD Kota Bogor, yang tercermin dalam 

berbagai program dan kegiatan yang bertujuan untuk 

meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menata 

lingkungan permukiman.   

Dalam mendukung arah Pembangunan Jangka Panjang 

Tahun 2005-2025 tersebut, dalam rangka mewujudkan Kota 

Yang bersih, indah, tertib, dan nyaman (Beriman) dengan 

sarana Prasarana Perkotaan yang memadai dan berwawasan 

lingkungan. 

Peran Pemerintah  Kota Bogor lebih difokuskan pada 

perumusan kebijakan pembangunan sarana, prasarana, 

sementara peran swasta lebih ditingkatkan dalam penyediaan 

sarana dan prasarana untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat 

komersial. Pembangunan di bidang fisik dan prasarana 

diarahkan pada    angka 5 point 4.1.2. dalam  Peraturan 

Daerah Kota Bogor Nomor 7  Tahun 2009 tentang Rencana 

pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bogor 

Tahun 2005-2025 salah satunya “mewujudkan kota tanpa 

permukiman kumuh melalui pembangunan perumahan 

permukiman yang sehat dengan mengutamakan 
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pembangunan secara vertikal dan memperhatikan daya 

dukung lahan, konservasi sumber daya air serta penyediaan 

sarana prasarana pendukung yang memadai.” 

Untuk mendukung dalam keberhasilan dalam 

pelaksanaan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap 

Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Bogor, 

maka perlu dilakukan analisis dan evaluasi regulasi yang 

menyesuaikan dengan lingkungan dan perkembangan 

ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga Kota 

Bogor perlu untuk menyempurnakan Peraturan Daerah Kota 

Bogor Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan 

Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan 

Permukiman Kumuh. 

Semoga analsis dan evaluasi yang dilakukan Bagian 

Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bogor ini dapat 

dijadikan rujukan dan pertimbangan hukum dalam 

penyusunan perubahan Peraturan Daerah Kota Bogor yang 

telah akan disusun di Tahun 2024 dan dapat bermanfaat bagi 

pembangunan Kota Bogor. 

 

Penyusun 

Analis Hukum Ahli Madya 

                                                 Yulia Anita Indrianingrum,SH.,M.Sc.  

 

 

Mengetahui, 

Kepala Bagian Hukum dan HAM 
Sektretariat Daerah Kota Bogor, 

 

ttd 

 

ALMA WIRANTA, S.H., M.Si (Han) 
NIP. 19800507 200312 1 003 

 

 

 

 

 

Bogor, 4 Oktober 2024 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG 

 

Kota Bogor sebagai salah satu kota besar di Indonesia memiliki 

tantangan dalam mengelola perumahan dan permukiman kumuh. 

Perumahan dan permukiman kumuh dapat berdampak negatif pada 

kualitas hidup masyarakat, lingkungan, dan ekonomi. Kondisi perumahan 

dan permukiman kumuh yang tidak layak dapat menyebabkan berbagai 

masalah. 

Analisis dan evaluasi Perda Kota Bogor No. 4/2017 sangat penting 

untuk memahami efektivitas kebijakan dalam pencegahan permukiman 

kumuh. Permukiman kumuh merupakan salah satu isu krusial yang 

dihadapi oleh banyak kota di Indonesia, termasuk Kota Bogor.                     

Banyaknya urbanisasi ke wilayah Kota Bogor menjadi salah satu penyebab 

meningkatnya kebutuhan perumahan dan permukiman. Namun dengan 

kondisi ekonomi warga yang melakukan urbanisasi menjadi menimbulkan 

fenomena dengan bertumbuhnya perumahan kumuh dan permukiman 

kumuh yang tidak sesuai dengan tata ruang wilayah Kota Bogor.  

Tujuan dari Perda ini mencakup pengurangan jumlah permukiman 

kumuh melalui analisis dan evaluasi yang berkelanjutan. Melalui 

pendekatan yang sistematis, diharapkan kebijakan ini tidak hanya dapat 

mengurangi jumlah permukiman kumuh, tetapi juga meningkatkan kualitas 

hidup masyarakat yang tinggal di dalamnya. Dengan adanya evaluasi yang 

terus-menerus, kita dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari 

kebijakan yang telah diterapkan, serta melakukan penyesuaian yang 

diperlukan untuk mencapai hasil yang lebih baik. 

Dengan adanya beberapa perubahan dalam ketentuan regulasi 

mengenai Persetujun Bangunan Gedung yang tertuang dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana                                 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung dan 

Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan 

Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman 

Kumuh, sehingga dianggap perlu untuk melakukan penyesuaian dan 

perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2017 tentang 
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Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan 

Permukiman Kumuh.   

  

1.2. PERMASALAHAN 

 1. Kualitas Hidup yang Rendah: Perumahan dan permukiman 

kumuh seringkali memiliki kondisi lingkungan yang tidak sehat, seperti 

sanitasi yang buruk, air bersih yang tidak tersedia, dan kepadatan 

penduduk yang tinggi. Hal ini dapat menyebabkan berbagai masalah 

kesehatan dan kualitas hidup yang rendah bagi masyarakat. 

2. Kerusakan Lingkungan: Perumahan dan permukiman kumuh 

dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, seperti pencemaran air, tanah, 

dan udara. Hal ini dapat berdampak negatif pada lingkungan dan kesehatan 

masyarakat. 

3. Keterbelakangan Ekonomi: Perumahan dan permukiman kumuh 

seringkali memiliki keterbelakangan ekonomi, seperti kurangnya akses 

terhadap lapangan kerja, pendidikan, dan fasilitas sosial lainnya. Hal ini 

dapat menyebabkan kemiskinan dan kesenjangan sosial. 

Untuk mengatasi masalah perumahan dan permukiman kumuh, 

Pemerintah Kota Bogor telah menetapkan Peraturan Daerah (Perda)                 

Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas 

Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Perda ini bertujuan untuk 

meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Bogor dengan memperbaiki 

kondisi perumahan dan permukiman kumuh. 

Namun, setelah beberapa tahun implementasi, perlu dilakukan 

evaluasi untuk mengetahui efektivitas Perda ini dalam mencapai tujuannya. 

Evaluasi ini penting untuk mengetahui: 

1. Advice Hukum terhadap Perda: Evaluasi ini dapat membantu 

mengetahui kekuatan dan kelemahan Perda dalam mengatur perumahan 

dan permukiman kumuh di Kota Bogor. 

2. Efektivitas Implementasi: Evaluasi ini dapat membantu 

mengetahui efektivitas implementasi Perda dalam meningkatkan kualitas 

perumahan dan permukiman kumuh di Kota Bogor. 
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3. Dampak Perda: Evaluasi ini dapat membantu mengetahui dampak 

Perda terhadap kualitas hidup masyarakat dan lingkungan di Kota Bogor. 

Dengan demikian, diharapkan evaluasi ini dapat membantu 

Pemerintah Kota Bogor dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan 

menciptakan lingkungan yang lebih baik. 

 

1.3 RUANG LINGKUP 

1. Perubahan ketentuan tentang perizinan bangunan Gedung tidak saja 

merubah nomenklatur tetapi juga pemenuhan terhadap ketentuan 

teknis bangunan; 

2. Penanganan atas perumahan kumuh dan atau permukiman kumuh 

memerlukan koordinasi lintas organisasi perangkat daerah yang lebih 

baik; 

3. Penilaian kekumuhan selayaknya mempertimbangkan pula arah 

kebijakan rencana tata ruang dan optimalisasi hasil pendataan faktual 

yang dilakukan oleh dinas teknis terkait; 

4. Tindakan pengawasan dan pengendalian dalam pemenuhan standar 

teknis pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan 

kumuh dan permukiman kumuh selayaknya dilaksanakan secara 

bertahap; 

5. Tindakan penanganan konstruksi selayaknya mempertimbangkan 

optimalisasi peranserta Masyarakat. 
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BAB II 

PEMBAHASAN 

 

2.1. ANALISIS DAN EVALUASI  

 

Fungsi tempat tinggal bagi kehidupan manusia sangatlah 

penting. Salah satu unsur penting dalam memperoleh kehidupan yang 

layak adalah adanya sarana untuk bernaung, membina keluarga, 

melakukan aktivitas sosial dan melindungi diri dari faktor alam 

disamping keperluan sandang dan pangan. 

Keberadaan tempat tinggal/hunian tidak terpisahkan dari unsur 

lingkungannya. Oleh karena itu, membangun rumah tinggal harus 

senantiasa mempertimbangkan keberadaan lingkungan yang 

diwujudkan melalui ketersediaan sarana dan prasarana nya. 

Seiring dengan perkembangan waktu, pembangunan tempat 

tinggal/hunian telah mengalami dinamika perubahan yang sangat 

pesat. Rumah sebagai tempat tinggal/hunian tidak saja dibangun 

secara individual tetapi juga dibangun dan dikembangkan layaknya 

sebagai sebuah proses industri, khususnya yang berada di daerah 

perkotaan atau kawasan perkotaan. Hal ini terjadi sebagai 

konsekuensi logis dari adanya pertumbuhan sebuah kota. 

Pertumbuhan kota yang dinamis baik melalui sektor ekonomi, 

pariwisata ataupun layanan jasa, memerlukan keseimbangan 

perkembangannya melalui sektor lain, antara lain adalah dalam 

penyediaan kebutuhan tempat tinggal/hunian/rumah beserta sarana 

dan prasarananya. Oleh karena itu dalam upaya 

menyeimbangkan/menyelaraskan pertumbuhan suatu kota sebagai 

sebuah pusat kegiatan yang mengakomodir aktivitas masyarakat, 

terkait sektor perumahan dan permukiman, pemerintah telah 

menyusun ketentuan tentang penyelenggaraan perumahan dan 

permukiman yang berlaku nasional maupun  berlaku di tingkat 

daerah. 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang 

Perumahan dan Pemukiman, Perumahan adalah kelompok rumah 

yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan 



 

9 

hunian yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana lingkungan. 

Perumahan merupakan salah satu bentuk sarana hunian yang 

memiliki kaitan yang sangat erat dengan masyarakatnya. Hal ini 

berarti perumahan di suatu lokasi dapat mencerminkan karakteristik 

masyarakat yang tinggal di perumahan tersebut. Perumahan dapat 

diartikan sebagai suatu cerminan dari diri pribadi manusia, baik 

secara perorangan maupun dalam suatu kesatuan dan kebersamaan 

dengan lingkungan alamnya dan dapat juga mencerminkan taraf 

hidup, kesejahteraan, kepribadian, dan peradaban manusia 

penghuninya, masyarakat ataupun suatu bangsa. 

Analisis dan evaluasi Perda Kota Bogor No. 4/2017 perlu 

dilakukan untuk menilai efektivitas kebijakan pencegahan permukiman 

kumuh. Dasar hukum yang mendasari Perda ini harus dievaluasi untuk 

memastikan kesesuaian dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. 

Dalam konteks ini, penting untuk meninjau kembali regulasi yang ada, 

serta kebijakan yang mendukung pelaksanaan Perda tersebut. Hal ini 

penting agar semua tindakan yang diambil selaras dengan tujuan 

jangka panjang yang berkelanjutan. 

Sebagai bagian dari evaluasi ini, penyusun merasa perlu untuk 

menilai apakah Perda ini telah memenuhi standar hukum yang berlaku 

dan apakah implementasinya telah sesuai dengan prinsip-prinsip yang 

telah ditetapkan. Selain itu, perlu juga dipertimbangkan apakah ada 

regulasi lain yang dapat mendukung atau bahkan bertentangan dengan 

Perda ini, sehingga analisis yang komprehensif dapat dilakukan untuk 

menciptakan sinergi antara berbagai kebijakan yang ada. 

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar 

kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun 

pedesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat 

tinggal/lingkungan hunian dan tempat kegiatan mendukung 

perikehidupan dan penghidupan. Permukiman adalah perumahan 

dengan segala isi dan kegiatan yang ada di dalamnya. Berarti 

permukiman memiliki arti lebih luas daripada perumahan yang hanya 

merupakan wadah fisiknya saja, sedangkan permukiman merupakan 

perpaduan antara wadah (alam, lingkungan, dan jaringan) dan isinya 

(manusia yang hidup bermasyarakat dan berbudaya di dalamnya). 
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Perumahan dan permukiman adalah dua hal yang tidak dapat 

dipisahkan dan berkaitan erat dengan aktifitas ekonomi, sosial budaya 

dan pembangunan daerah. 

Permukiman merupakan bentuk tatanan kehidupan yang di 

dalamnya mengandung unsur fisik dalam arti permukiman 

merupakan wadah aktifitas tempat bertemunya komunitas untuk 

berinteraksi sosial dengan masyarakat. 

Pada pasal 3 UU Nomor 1 Tahun 2011, secara substantif 

dinyatakan  bahwa penyelenggaraan perumahan dan permukiman 

bertujuan untuk: 

a. Memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar 

manusia dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan 

rakyat. 

b.  Mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak dalam 

lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur. 

c.  Memberi arahan pada pertumbuhan wilayah dan persebaran 

penduduk yang rasional. 

d. Menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan 

bidang-bidang lain. 

Penyelenggaraan perumahan dan permukiman adalah pemenuhan 

kebutuhan, khususnya di perkotaan, diwujudkan melalui 

pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang ditujukan 

untuk menciptakan kawasan permukiman yang mengintegrasikan 

secara terpadu dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan, yang 

dihubungkan oleh jaringan transportasi sesuai dengan kebutuhan 

dengan kawasan lain yang memberikan berbagai pelayanan dan 

kesempatan kerja. Pembangunan perumahan dan permukiman 

diselenggarakan berdasarkan rencana tata ruang wilayah berfungsi 

sebagai lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung 

perikehidupan dan penghidupan yang terencana, menyeluruh, 

terpadu, dan berkelanjutan. 

Peraturan daerah sebagai salah satu bentuk peraturan 

perundangundangan tingkat lokal, pembentukannya harus 

memperhatikan kebutuhan masyarakat (social need), kondisi 

masyarakat (social condition), dan modal/kekayaan masyarakat (social 

capital), agar tidak terjadi penolakan dari masyarakat, karena 
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diharapkan substansi peraturan daerah telah sesuai dengan apa yang 

menjadi kebutuhan, kondisi, dan modal yang dimiliki masyarakat. 

Dengan penerimaan masyarakat ini maka peraturan daerah yang 

ditetapkan diharapkan mampu mengarahkan perilaku negara dan 

masyarakat dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman, 

khususnya terhadap pencegahan dan peningkatan kualitas 

perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Dalam konteks 

keilmuan hukum, persoalan penerimaan masyarakat terhadap hukum 

yang ditetapkan akan berkaitan dengan teori keberlakuan kaidah 

hukum. Menurut Bruggink (1966), ada tiga faktor yang menjadi 

parameter sebuah produk hukum dapat berlaku secara baik, yakni 

mempunyai dasar keberlakuan yuridis, sosiologis, dan filosofis. 

Keberlakuan yuridis atau normatif suatu peraturan atau 

kaidah, adalah ketika kaidah tersebut menjadi bagian dari sistem 

peraturan perundang-undangan yang ada di suatu negara, yang di 

dalam kaidah-kaidah hukum tersebut saling merujuk dan/atau 

menunjuk kepada kaidah hukum yang lain. Sistem kaidah hukum 

yang demikian terdiri atas suatu keseluruhan hirarki kaidah hukum 

khusus yang bertumpu pada kaidah hukum umum.  

Di dalamnya kaidah hukum khusus yang lebih rendah diderivasi 

dari kaidah hukum yang lebih tinggi. Dengan demikian, dalam konteks 

peraturan daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas 

terhadap Perumahan Kumuh dan permukiman Kumuh, keberlakuan 

yuridis atau normatifnya berarti bahwa penciptaan suatu peraturan 

daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap 

Perumahan Kumuh dan permukiman Kumuh harus dipastikan agar 

bentuk dan substansi peraturan tersebut merupakan bagian dari 

sistem penyelenggaraan perumahan dan Kawasan permukiman yang 

telah ditetapkan dalam UU Perumahan dan Kawasan Permukiman dan 

peraturan pelaksanaannya di tingkat pusat. Dengan demikian, maka 

peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan Pencegahan dan 

Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan permukiman 

Kumuh akan menjadi sub sistem dari keseluruhan hirarkhi kaidah 

hukum perumahan dan Kawasan permukiman yang telah ditetapkan 

secara nasional sebagai kaidah hukum umum. Karena itu, dapat 

dikatakan juga bahwa substansi produk hukum lokal merupakan 

derivasi dari kaidah hukum yang lebih tinggi. Dalam kerangka ini 
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maka pembentukan produk hukum lokal harus memperhatikan 

beberapa hal, yaitu: 

1) ruang lingkup kewenangan pemerintah daerah terkait dengan 

penyelenggaraan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap 

Perumahan Kumuh dan permukiman Kumuh; 

2) bentuk, jenis, dan materi muatannya haruslah sejalan dengan 

peraturan yang menjadi dasarnya; 

3) prosedur pembuatannya sejalan dengan peraturan yang menjadi 

dasarnya; dan 

4) substansi peraturannya tidak bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum. 

 

2.1.1 Analisis Implementasi Perda dalam Penanganan Permukiman Kumuh 

Analisis dan evaluasi terhadap implementasi Perda No. 4/2017 

penting untuk mengidentifikasi efektivitas strategi penanganan 

permukiman kumuh di Kota Bogor. Dalam proses ini, kita perlu melihat 

berbagai aspek, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan 

yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dengan cara ini, kita dapat 

memahami seberapa jauh kebijakan ini telah diterapkan dan dampaknya 

terhadap masyarakat.  

Melalui analisis dan evaluasi, saya yakin kita dapat memperoleh 

rekomendasi kebijakan yang lebih tepat untuk mencegah dan mengatasi 

permasalahan permukiman kumuh. Ini termasuk identifikasi 

permasalahan yang mungkin tidak terlihat pada awalnya, seperti 

kurangnya partisipasi masyarakat atau kurangnya koordinasi antar 

instansi. Dengan memahami tantangan yang ada, kita dapat merumuskan 

langkah-langkah strategis yang lebih efektif dalam penanganan 

permukiman kumuh. 

 

2.1.2. Evaluasi Dampak Perda terhadap Masyarakat dan Lingkungan 

Analisis dan evaluasi dampak Perda Kota Bogor No. 4/2017 

terhadap penanganan permukiman kumuh perlu dilakukan untuk 

mengukur efektivitas kebijakan. Dampak ini tidak hanya terlihat dari segi 

fisik, tetapi juga sosial dan lingkungan. Dengan melakukan evaluasi yang 

mendalam, kita dapat mengetahui apakah kebijakan ini benar-benar 

membawa perubahan positif bagi masyarakat yang tinggal di permukiman 

kumuh. Evaluasi partisipasi masyarakat dalam implementasi Perda akan 

memberikan wawasan tentang keberhasilan dan tantangan dalam 
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pencegahan permukiman kumuh. Penting untuk melibatkan masyarakat 

dalam proses evaluasi ini, karena mereka adalah pihak yang paling 

merasakan dampak dari kebijakan yang diterapkan. Dengan 

mendengarkan suara mereka, kita dapat memahami kebutuhan dan 

harapan masyarakat, sehingga kebijakan yang diambil bisa lebih relevan 

dan tepat sasaran. 

 

2.1.3. Beberapa studi/penelitian 

Studi oleh Rahman (2018)**: Penelitian ini menyoroti implementasi 

Perda dalam konteks kebijakan publik. Hasilnya menunjukkan bahwa 

meskipun ada upaya pemerintah untuk menerapkan Perda, terdapat 

kendala dalam hal sumber daya manusia dan anggaran yang 

mempengaruhi efektivitas program. Namun, studi ini tidak membahas 

dampak sosial dari kebijakan tersebut terhadap masyarakat yang tinggal 

di perumahan kumuh.  

Penelitian oleh Sari dan Utami (2019)**: Fokus pada analisis 

partisipasi masyarakat dalam program perbaikan perumahan kumuh. 

Mereka menemukan bahwa partisipasi masyarakat sangat rendah, yang 

mengakibatkan kurangnya keberlanjutan program. Namun, penelitian ini 

tidak mengeksplorasi alasan di balik rendahnya partisipasi tersebut.  

Studi oleh Hidayat (2020)**: Mengkaji dampak lingkungan dari 

perumahan kumuh dan bagaimana Perda ini berkontribusi terhadap 

perbaikan kondisi lingkungan. Hasilnya menunjukkan adanya perbaikan 

kualitas lingkungan, tetapi tidak ada analisis mendalam tentang 

bagaimana perubahan ini mempengaruhi kesehatan masyarakat. 

 

2.1.4. Analisis Dampak  

Dampak Sosial Ekonomi: Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk 

memahami dampak sosial ekonomi dari implementasi Perda ini. 

Bagaimana perbaikan perumahan kumuh mempengaruhi pendapatan, 

pekerjaan, dan kesejahteraan masyarakat? Apakah ada perubahan 

signifikan dalam kualitas hidup penduduk? 

Partisipasi Masyarakat: Penelitian yang lebih mendalam tentang 

faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam program 

ini sangat diperlukan. Apa yang menjadi hambatan bagi masyarakat untuk 

terlibat? Bagaimana cara meningkatkan partisipasi tersebut? 

Evaluasi Kinerja Pemerintah: Penelitian yang mengevaluasi kinerja 

pemerintah dalam melaksanakan Perda ini, termasuk analisis terhadap 

mekanisme pengawasan dan akuntabilitas, masih sangat terbatas.                     
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Apa saja tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam implementasi 

Perda ini? 

Perbandingan dengan Daerah Lain: Studi perbandingan dengan 

daerah lain yang memiliki permasalahan serupa dapat memberikan 

perspektif baru. Bagaimana pendekatan yang diterapkan di daerah lain 

dapat diadaptasi untuk meningkatkan efektivitas Perda di Kota Bogor? 

Dampak Jangka Panjang: Penelitian longitudinal yang mengamati 

dampak jangka panjang dari implementasi Perda ini terhadap perumahan 

kumuh dan kualitas hidup masyarakat juga sangat penting. Apakah 

perbaikan yang dilakukan bersifat temporer atau berkelanjutan? 

 

 

2.2. ISU KRUSIAL PERMASALAHAN 

 

Berikut beberapa isu krusial yang terkait dengan pencegahan 

perumahan kumuh dan permukiman kumuh: 

 

1. Keterbatasan Akses terhadap Lahan yang Layak: Banyak 

masyarakat tidak memiliki akses terhadap lahan yang layak untuk 

membangun perumahan yang memadai, sehingga mereka terpaksa tinggal 

di lahan-lahan yang tidak layak. 

2. Kurangnya Infrastruktur Dasar: Kurangnya infrastruktur dasar 

seperti air bersih, sanitasi, dan listrik dapat menyebabkan kondisi 

perumahan dan permukiman kumuh. 

3. Pertumbuhan Penduduk yang Cepat: Pertumbuhan penduduk 

yang cepat dapat menyebabkan meningkatnya kebutuhan akan 

perumahan dan permukiman yang layak, sehingga perlu dilakukan 

perencanaan yang efektif untuk mengantisipasi kebutuhan tersebut. 

4. Urbanisasi yang Tidak Terkendali: Urbanisasi yang tidak 

terkendali dapat menyebabkan meningkatnya jumlah penduduk di kota-

kota besar, sehingga perlu dilakukan perencanaan yang efektif untuk 

mengantisipasi kebutuhan akan perumahan dan permukiman yang layak. 

5. Kemiskinan dan Keterbelakangan Ekonomi: Kemiskinan dan 

keterbelakangan ekonomi dapat menyebabkan masyarakat tidak mampu 

memiliki akses terhadap perumahan dan permukiman yang layak. 

6. Kurangnya Partisipasi Masyarakat: Kurangnya partisipasi 

masyarakat dalam perencanaan dan pengembangan perumahan dan 

permukiman dapat menyebabkan tidak efektifnya upaya pencegahan 

perumahan kumuh dan permukiman kumuh. 
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7. Kerusakan Lingkungan: Perumahan kumuh dan permukiman 

kumuh dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, seperti pencemaran 

air, tanah, dan udara, sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan yang 

efektif untuk mengurangi dampak lingkungan. 

 

8. Kurangnya Kebijakan yang Efektif: Kurangnya kebijakan yang 

efektif dan implementasi yang baik dapat menyebabkan tidak efektifnya 

upaya pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh. 

 

Dengan demikian, isu-isu krusial tersebut perlu diatasi untuk 

melakukan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang 

efektif. 
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BAB III 

PENUTUP 

 

3.1. KESIMPULAN 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan 

bahwa masalah perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kota 

Bogor merupakan isu yang kompleks dan memerlukan perhatian serius 

dari pemerintah dan masyarakat. Beberapa kesimpulan yang dapat 

diambil adalah: 

1. Perlu Perencanaan yang Efektif: Perlu dilakukan perencanaan 

yang efektif untuk mengantisipasi kebutuhan akan perumahan dan 

permukiman yang layak di Kota Bogor. 

2. Peningkatan Infrastruktur: Perlu dilakukan peningkatan 

infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, dan listrik untuk 

meningkatkan kualitas hidup masyarakat. 

3. Partisipasi Masyarakat: Perlu dilakukan partisipasi masyarakat 

dalam perencanaan dan pengembangan perumahan dan permukiman 

untuk meningkatkan efektivitas upaya pencegahan perumahan kumuh 

dan permukiman kumuh. 

4. Kebijakan yang Efektif: Perlu dilakukan kebijakan yang efektif 

dan implementasi yang baik untuk mengatasi masalah perumahan kumuh 

dan permukiman kumuh di Kota Bogor. 

5. Kerjasama antara Pemerintah dan Masyarakat: Perlu dilakukan 

kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi masalah 

perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kota Bogor. 

 

Dengan demikian, diharapkan bahwa kesimpulan ini dapat 

menjadi acuan untuk melakukan upaya pencegahan perumahan kumuh 

dan permukiman kumuh yang efektif di Kota Bogor. Solusi tercepat yang 

harus dilakukan Pemerintah Kota Bogor untuk mengatasi perumahan 

kumuh dan permukiman kumuh adalah dengan melanjutkan dan 

meningkatkan program-program yang sudah terbukti efektif, seperti: 

 

- Gerobak Sae Pisan: Program ini telah berhasil mengentaskan 

kawasan kumuh di Kota Bogor dengan melibatkan pemberdayaan 

masyarakat dan peningkatan ekonomi lokal. Pemerintah Kota Bogor dapat 

memperluas program ini ke area lain yang membutuhkan. 
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- Pemberdayaan Masyarakat: Melibatkan masyarakat dalam proses 

pengembangan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman 

kumuh dapat membantu meningkatkan kesadaran dan partisipasi 

masyarakat dalam menjaga lingkungan. 

- Kerjasama Pentahelix: Melibatkan berbagai instansi pemerintah, 

dunia usaha, masyarakat, akademisi, dan media massa dalam usaha 

peningkatan kualitas permukiman dapat membantu meningkatkan 

efektivitas program. 

- Penggunaan Aplikasi SIPRANATA: Menggunakan aplikasi 

SIPRANATA untuk kontrol dan evaluasi program dapat membantu 

pemerintah memantau kemajuan dan membuat penyesuaian yang 

diperlukan. 

- Replikasi Program: Pemerintah Kota Bogor dapat mereplikasi 

program Gerobak Sae Pisan di berbagai titik kawasan kumuh di Kota Bogor 

untuk meningkatkan dampak program. 

 

Dengan melakukan solusi-solusi tersebut, Pemerintah Kota Bogor 

dapat meningkatkan efektivitas penanganan perumahan kumuh dan 

permukiman kumuh di Kota Bogor. 

 

Perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap Perda Kota Bogor 

Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas 

Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh untuk 

menentukan apakah perlu perubahan atau tidak. 

 

Beberapa alasan yang mungkin memerlukan perubahan Perda 

tersebut adalah: 

Perkembangan Situasi dan Kondisi: Jika terdapat perubahan 

signifikan dalam situasi dan kondisi perumahan kumuh dan permukiman 

kumuh di Kota Bogor yang tidak tercakup dalam Perda tersebut. 

Ketidakefektifan Implementasi: Jika implementasi Perda tersebut 

tidak efektif dalam mencegah dan meningkatkan kualitas perumahan 

kumuh dan permukiman kumuh. 

Perubahan Regulasi Lainnya: Jika terdapat perubahan regulasi lain 

yang terkait dengan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang 

perlu diselaraskan dengan Perda tersebut. 
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Dalam mengevaluasi Perda tersebut, perlu dipertimbangkan 

beberapa faktor seperti: 

Kesesuaian dengan Tujuan: Apakah Perda tersebut masih sesuai 

dengan tujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan 

masyarakat melalui perumahan dan permukiman yang sehat, aman, 

serasi, dan teratur. 

Efektivitas Implementasi: Bagaimana efektivitas implementasi 

Perda tersebut dalam mencegah dan meningkatkan kualitas perumahan 

kumuh dan permukiman kumuh. 

Keterlibatan Masyarakat: Bagaimana keterlibatan masyarakat 

dalam proses pengembangan dan implementasi Perda tersebut. 

 

Dalam rangka meningkatkan efektivitas Peraturan Daerah                 

Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2017, maka sangatlah penting untuk mengisi 

celah-celah penelitian yang ada dengan studi yang lebih komprehensif. 

Dengan memahami dampak sosial ekonomi, meningkatkan partisipasi 

masyarakat, dan melakukan evaluasi yang berkelanjutan, diharapkan 

dapat diterbitkan perda yang baru terkait perumahan kumuh dan 

permukiman kumuh di Kota Bogor dapat ditangani dengan lebih baik dan 

berkelanjutan. 

 

3.2. REKOMENDASI  

 

Berikut beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan untuk 

meningkatkan efektivitas Perda Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2017 tentang 

Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan 

Permukiman Kumuh: 

1. Perbarui dan Perjelas Definisi: Perbarui dan perjelas definisi 

perumahan kumuh dan permukiman kumuh untuk memastikan 

keseragaman pemahaman dan implementasi. 

2. Tingkatkan Partisipasi Masyarakat: Tingkatkan partisipasi 

masyarakat dalam proses pengembangan dan implementasi Perda melalui 

sosialisasi, pelatihan, dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan. 

3. Penguatan Kelembagaan: Perkuat kelembagaan yang terkait 

dengan implementasi Perda, seperti pembentukan satuan tugas khusus 

untuk penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh. 

4. Peningkatan Infrastruktur: Prioritaskan peningkatan 

infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, dan listrik di perumahan 
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kumuh dan permukiman kumuh. 

 

5. Pengembangan Program Pemberdayaan: Kembangkan program 

pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan ekonomi 

dan sosial masyarakat di perumahan kumuh dan permukiman kumuh. 

6. Monitoring dan Evaluasi: Lakukan monitoring dan evaluasi 

secara teratur untuk memastikan efektivitas implementasi Perda dan 

membuat penyesuaian yang diperlukan. 

7. Kerjasama dengan Stakeholder: Tingkatkan kerjasama dengan 

stakeholder seperti pemerintah pusat, swasta, dan organisasi masyarakat 

sipil untuk meningkatkan sumber daya dan efektivitas implementasi 

Perda. 

Analisis dan evaluasi terhadap implementasi Perda Kota Bogor              

No. 4/2017 diperlukan untuk mengidentifikasi kendala dan tantangan 

dalam pencegahan permukiman kumuh. Dalam proses ini, saya 

menemukan bahwa ada beberapa faktor yang mungkin menghambat 

efektivitas kebijakan, seperti kurangnya sumber daya, keterbatasan 

anggaran, dan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya 

pencegahan permukiman kumuh. 

Pentingnya melibatkan masyarakat dalam analisis dan evaluasi 

Perda agar solusi yang diusulkan lebih relevan dan efektif dalam mengatasi 

permasalahan permukiman kumuh. Dengan melibatkan masyarakat, kita 

tidak hanya menciptakan rasa memiliki terhadap kebijakan yang ada, 

tetapi juga dapat memanfaatkan pengetahuan lokal yang mungkin tidak 

dimiliki oleh pemerintah. Oleh karena itu, saya merekomendasikan agar 

ada program-program yang mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam 

proses perencanaan dan evaluasi kebijakan, sehingga langkah-langkah 

yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan dan harapan mereka. 

Dengan melakukan rekomendasi-rekomendasi tersebut, 

Pemerintah Kota Bogor dapat meningkatkan efektivitas Perda Nomor 4 

Tahun 2017 dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di perumahan 

kumuh dan permukiman kumuh. 
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No 
Pengaturan Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi 

1. Dasar menimbang 
Kejelasan 

Rumusan 

Tidak menggambarkan 

filosofis, sosiologis dan 

yuridis 

Tidak ada 

kejelasan 

Perlu kejelasan perlunya 

perubahan Perda tentang 

Pencegahan dan Peningkatan 

Kualitas terhadap  Perumahan 

Kumuh dan Permukiman Kumuh  

 

Perlu penjelasan 

secara jelas aspek 

filosofis, sosiologis, 

dan yuridis 

sehingga Perda 

harus disesuaikan 

untuk dilakukan 

perubahan 

2 Dasar Mengingat 

  

- Kejelasan 

Rumusan 

Kesesuaian dengan 

Sistematika dan Teknik 

Penyusunan PUU (UU 13  

Tahun 2022 tentang 

perubahan atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang  Perubahan 

Kedua atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-

undangan 

Adanya 

beberapa 

ketentuan 

Perundang-

undangan yang 

sudah 

mengalami 

perubahan dan 

ada ketentuan 

perundang-

ungan yang 

perlu ditambah 

Dasar Ketentuan Perundang-

undangan yang mengalami 

perubahan: 

1. Undang-Undang Nomor 38 

Tahun 2004 tentang Jalan 

(Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 

132. Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia 

Nomor 4444) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 

tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta 

Kerja menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 
41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia 

Nomor 6856); 

2. Undang-Undang Nomor 26 

Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 68, Tambahan 

Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4725) 

sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta 
Kerja menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik 

Perlu ditambahkan 

ketentuan 

peraturan 

perundang-

undangan 
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Indonesia Tahun 2023 Nomor 

41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia 

Nomor 6856); 
 

3. Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (Lembaran 
Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 

5059) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 

tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta 

Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 

41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia 

Nomor 6856); 
4. Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2011 tentang 

Perumahan dan Kawasan 

Permukiman (Lembaran 

Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 

5188) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 
tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta 

Kerja menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 

41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia 

Nomor 6856); 
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5. Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2011 tentang Rumah 

Susun (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 108, Tambahan 

Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5252) 

sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta 

Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 

41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia 

Nomor 6856); 

6. Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2012 tentang 

Pengadaan Tanah Bagi 

Pembangunan Untuk 

Kepentingan Umum 

(Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 

22, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia 

Nomor 5280) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 
tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta 

Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 

41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia 

Nomor 6856); 

 
7. Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 
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244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 

tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta 

Kerja menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 

41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 

14 Tahun 2016 tentang 

Penyelenggaraan Perumahan 

dan Kawasan Permukiman 

(Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 

101, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia 

Nomor 5883) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 12 Tahun 

2021 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 

14 Tahun 2016 tentang 

Penyelenggaraan Perumahan 

dan Kawasan Permukiman 
(Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 

22, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia 

Nomor 6624); 
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Penambahan Ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan: 

1. Undang-Undang Nomor 59 
Tahun 2024 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang 

Nasional Tahun 2025-2045 

(Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2024 Nomor 
194, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia 

Nomor 6987); 

2. Peraturan Pemerintah 

pendukung ( PP 63 Th 2022, 

PP 34/2006, PP 43/2008, PP 
68/2010  

3. 

 

Kejelasan 

Rumusan 

Frasa “ IMB” sudah tidak 

berlaku lagis esuai dengan 

ketentuan  
Diganti 

Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) 

diatur dalam Peraturan Pemerintah 

(PP) Nomor 16 Tahun 2021 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 

Bangunan Gedung. PP ini merupakan 

aturan turunan dari Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2002 tentang 

Bangunan Gedung, dan juga diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

Perlu disesuaikan 

Peraturan 

Perundang-

undangan 

4. 

 

Kejelasan 

Rumusan 
Frasa pembinaan diubah Disesuaikan 

Memberikan bantuan sosial dan 

pemberdayaan terhadap masyarakat 

miskin dan masyarakat 

berpengahsilan rendah 

 

Perlu disesuaikan 

Peraturan 

Perundang-

undangan 

 

 

Kejelasan 

Rumusan 

Pada Huruf c tidak dengan 

frasa “ketidaksesuaian 

terhadap persyaratan 

teknis bangunan Gedung.” 

Diganti 

Frasa dalam huruf c diubah dengan 

frasa: 

c. kualitas bangunan yang tidak 

memenuhi syarat. 

Perlu disesuaikan 

Peraturan 

Perundang-

undangan 

 

Dalam Peraturan Daerah ini perlu dimasukan 

persyaratan teknis tata bangunan dan 

persyaratan keandalan bangunan gedung 

Kejelasan 

Rumusan 

Dalam Pasal 11 dimasukan 

frasa Persyaratan Teknis Disesuaikan 

Persyaratan teknis bangunan gedung 

terdiri atas: persyaratan tata 

bangunan, persyaratan keandalan 

bangunan gedung. 

Perlu dijelaskan 

persyaratan teknis  

bangunan gedung 
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Persyaratan tata bangunan terdiri 

atas: 

a. Peruntukan lokasi dan intensitas 

bangunan gedung; 

b. Arsitektur bangunan gedung; 

c. Pengendalian dampak 

lingkungan 

d. Rencana tata bangunan dan 

lingkungan (RTBL); dan 

e. Pembangunan bangunan 

bangunan gedung di atas 

dan/atau di bawah tanah, air, 

dan/atau Prasarana/Sarana 

Umum. 

 

Persyaratan keandalam bangunan 

gedung terdiri atas: 

a. Persyaratan keselamatan 

bangunan gedung; 

b. Persyaratan kesehatan bangunan 

gedung; 

c. Persyaratan kenyaman bangunan 

gedung; 

d. Persyaratan kemudahan banguan 

gedung. 

 

 

 

Kejelasan 

Rumusan 

Pasal 12 ayat (2) 

disesuaikan Frasa “IMB 

dengan PBG” 
Disesuaikan 

Ayat (2) berbunyi: 

 

(2) Dalam hal bangunan gedung tidak 

memiliki dokumen 

perizinan/persetujuan Bangunan 

Gedung (IMB/atau PBG), maka 

penilaian ketidakteraturan dan 

kepadatan bangunan merunjuk 

kepada hasil pengawasan/inspeksi 

yang dilakukan oleh Dinas Teknis 

yang memiliki tugas dan fungsi terkait 

pengawasan dan pengendalian 

bangunan gedung dan/atau hasil 

pemetaan Kawasan Kumuh yang 

dilakukan oleh Dinas Teknis yang 

memiliki tugas dan fungsi terkait 

perumahan/permukinan. 

 

Perlu disesuaikan 

dengan ketentuan 

PBG 
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Kejelasan 

Rumusan 

Frasa kriteria kekumuhan 

dan drainase lingkungan 

disesuaikan ketentuan 

peraturan perundang-

undangan 

Disesuaikan 

Kriteria kekumuhan ditinjaudari 

drainase lingkungan mencakup: 

a. drainase lingkungan tidak 

tersedia; 

b. drainase lingkungan tidak 

mampu mengalirkan limpasan air 

hujan sehingga menimbulkan 

genangan; dan/atau 

c. kualitas konstruksi drainase 

lingkungan buruk. 

Perlu disesuaikan 

dengan ketentuan 

lingkungan hidup 

 

 

Kejelasan 

Rumusan 

Frasa kriteria kekumuhan 

dan drainase lingkungan 

disesuaikan ketentuan 

peraturan perundang-

undangan 

Disesuaikan 

(1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari 

pengelolaan persampahan 

mencakup: 

a. Prasarana dan sarana 

persampahan tidak sesuai 

dengan persyaratan teknis; 

dan/atau 

b. Sistem pengelolaan 

persampahan tidak 

memenuhi persyaratan 

teknis. 

Perlu disesuaikan 

dengan ketentuan 

lingkungan hidup 

 

 

Kejelasan 

Rumusan 

Dalam Pasal 18 ayat (3) 

disesuaikan dengan 

ketentuan peraturan 

perundang-undangan  

Disesuaikan 

(3) Sarana proteksi kebakaran terdiri 

atas: 

a. Alat pemadam Api Ringan 

(APAR) 

b. Kendaraan pemadam 

kebakaran; dan/atau 

c. Mobil Tangga sesuai dengan 

kebutuhan 

Perlu penjelasan di 

Undang-Undang 

tentang Bencana 



 

27 

T 2 
 

 

 

 

 

Kejelasan 

Rumusan 

Penambahan Pasal 22 

 ayat (4)  
Disesuaikan 

Pengawasan dan pengendalian 

kesesuaian terhadap perizinan pada 

tahap pembangunan dilakukan untuk 

menjamin: 

a. Kesesuian hasil 

pembangunan perumahan 

dan permukiman yang 

direncanakan dengan 

rencana tapak yang telah 

ditetapkan 

b. Keterpaduan pemenuhan 

pengembangan prasarana, 

sarana, dan utilitas umum 

sesuai dengan ketentuan dan 

standar teknis yang berlaku, 

c. Pengaturan ayat Pasal 22 

ayat (4) diatur dalam 

Peraturan Wali Kota. 

 

Perlu penjelasan 

sesuai Ketentuan 

Perizinan 

 

 

Kejelasan 

Rumusan 

Frase “ rembuk” bukan 

Bahasa yang baku 
Ketidakjelasan 

makna kata 

Bahasa rembuk dianalogikan 

musyawarah. Bahasa musyawarah 

bahasa indonesia yang Baku 

Pelu diperbaiki 

frasa “rembuk” 



 

 
 

 
 
 

 
 

WALI KOTA BOGOR 
PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR 
NOMOR … TAHUN … 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG 
PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN 

KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALI KOTA BOGOR, 

 
 

Menimbang : a. bahwa perumahan dan kawasan permukiman merupakan 
sumber daya milik bersama yang harus dikelola secara 

terencana, terpadu, profesional, dan bertanggungjawab, 
selaras, serasi, dan seimbang dengan penggunaan dan 
pemanfaatan ruang, agar tidak mengalami kekumuhan; 

b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu kehidupan dan 
penghidupan masyarakat melalui perumahan dan 

permukiman yang sehat, aman, serasi, dan teratur 
dibutuhkan pencegahan dan peningkatan kualitas 

terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh; 
c. bahwa pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap 

perumahan kumuh dan permukiman kumuh harus 

dilaksanakan secara tertib dengan kriteria teknis 
Bangunan Gedung beserta sarana dan prasarananya 

sesuai dengan fungsinya, dan memenuhi persyaratan 
administratif agar menjamin keselamatan penghuni dan 

lingkungannya; 
d. bahwa Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2017 

tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap 

Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh 
memerlukan penyempurnaan untuk dapat mencegah dan 

meningkatkan kualitas Perumahan Kumuh dan 
Permukiman Kumuh di Kota Bogor sehingga perlu diubah; 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, 
perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan 

atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang 
Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap 

Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; 
 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
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2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 

Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1960 Nomor 78, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

132. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4444) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856); 
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856); 
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang 

Persampahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4851); 
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856); 

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar 
Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5168); 

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang 

Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
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2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6856); 
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah 

Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5252) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856); 
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan 

Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 

22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5280) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856); 
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856); 

13. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-

2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 
Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6987); 

14. Undang-Undang Nomor 100 Tahun 2024 tentang Kota 
Bogor di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2024 Nomor 286, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 7037); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang 
Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4242); 
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang 

Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4655); 
17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air 

Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4859); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang 
Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan 

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5160); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang 
Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang 

Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 

22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6624); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang 
Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6219); 
21. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633); 
23. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6634); 
24. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2022 tentang 

Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6840); 
25. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Nomor 03/PRT/M/2013 Tahun 2013 tentang 

Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan 
dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah 

Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 470); 

26. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 Tahun 2017 tentang 
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Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah 

Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 456); 

27. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan 
Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan 

Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 785); 

28. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat 

dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan 
Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 511); 

29. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2009 
tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana, 

Utilitas Perumahan dan Permukiman (Lembaran Daerah 
Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 7) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah 
Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan 
Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 

tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana, 
Utilitas Perumahan dan Permukiman (Lembaran Daerah 

Kota Bogor Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Bogor Nomor 158); 

30. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor 2011-
2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011    Nomor 

2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 34) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota 

Bogor Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Kota Bogor 2011-2031 (Lembaran 
Daerah Kota Bogor Tahun 2021    Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 121); 

31. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2017 
tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap 

Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Lembaran 
Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 78); 
32. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 

118) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas 

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor 
(Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2023 Nomor 10, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 151); 
 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR 

dan 
WALI KOTA BOGOR 
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MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG 
PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP 

PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH. 
 

Pasal I 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bogor 

Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Peningkatan 
Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman 
Kumuh (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 2, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 78) diubah 
sebagai berikut: 

 
1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah 
Daerah Kota Bogor. 

2. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut 
Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor yang 

selanjutnya disingkat DPRD adalah adalah lembaga 
perwakilan rakyat daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah. 
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota 

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam 

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah. 

6. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik 
Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan 

negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil 
Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam 
UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. 
7. Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan 

Permukiman adalah kegiatan perencanaan, 
pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, 

termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, 
pendanaan, dan sistem pembiayaan, serta peran 
masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu. 
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8. Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai 

tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan 
keluarga, cerminan harkat dan martabat 

penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. 
9. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian 

dari permukiman, baik perkotaan maupun 

perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, 
sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya 

pemenuhan rumah yang layak huni. 
10. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian 

yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan 
yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, 
serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di 

kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan. 
11. Lingkungan hunian adalah bagian dari kawasan 

permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan 
permukiman. 

12. Kawasan permukiman adalah bagian dari 
lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik 
berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang 

berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau 
lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang 

mendukung perikehidupan dan penghidupan. 
13. Perumahan kumuh adalah perumahan yang 

mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai 
tempat hunian. 

14. Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak 

layak huni karena ketidakteraturan bangunan, 
tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan 

kualitas bangunan serta prasarana dan sarana yang 
tidak memenuhi syarat. 

15. Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh 
Dan Permukiman Kumuh adalah upaya untuk 
meningkatkan kualitas bangunan, serta prasarana, 

sarana dan utilitas umum. 
16. Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk 

menghindari tumbuh dan berkembangnya 
perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru. 

17. Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan 
perumahan dan permukiman beserta prasarana, 
sarana, dan utilitas umum agar tetap laik fungsi. 

18. Perbaikan adalah pola penanganan dengan titik berat 
kegiatan perbaikan dan pembangunan sarana dan 

prasarana lingkungan termasuk sebagian aspek tata 
bangunan. 

19. Peremajaan adalah kegiatan perombakan dan 
penataan mendasar secara menyeluruh meliputi 
rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum 

perumahan dan permukiman. 
20. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku 

dalam tata kehidupan masyarakat untuk 
mewujudkan perumahan dan permukiman yang 

sehat, aman, serasi, dan teratur. 



- 8 - 
 

 

  

21. Pemukiman Kembali adalah kegiatan memindahkan 

masyarakat terdampak dari lokasi perumahan 
kumuh atau permukiman kumuh yang tidak 

mungkin dibangun kembali karena tidak sesuai 
dengan rencana tata ruang dan/atau rawan bencana. 

22. Peningkatan kualitas adalah upaya untuk 

meningkatkan kualitas bangunan serta prasarana, 
sarana, dan utilitas umum. 

23. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang 
selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang 

mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu 
mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh 
rumah. 

24. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik 
lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu 

untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, 
sehat, aman, dan nyaman. 

25. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian 
yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan 
dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan 

ekonomi. 
26. Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk 

pelayanan lingkungan hunian. 
27. Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan 

Permukiman Kumuh adalah penetapan atas lokasi 
perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang 
ditetapkan oleh Wali Kota, yang dipergunakan 

sebagai dasar dalam peningkatan kualitas 
perumahan kumuh dan permukiman kumuh. 

28. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya 
disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan 

kepada pemilik Bangunan Gedung untuk 
membangun baru, mengubah, memperluas, 
mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung 

sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung. 
29. Pelaku pembangunan adalah setiap orang dan/atau 

pemerintah yang melakukan pembangunan 
perumahan dan permukiman. 

30. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan 
hukum. 

31. Badan hukum adalah badan hukum yang didirikan 

oleh warga negara Indonesia yang kegiatannya di 
bidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan 

permukiman. 
32. Kelompok swadaya masyarakat adalah kumpulan 

orang yang menyatukan diri secara sukarela dalam 
kelompok dikarenakan adanya ikatan pemersatu, 
yaitu adanya visi, kepentingan, dan kebutuhan yang 

sama, sehingga kelompok tersebut memiliki 
kesamaan tujuan yang ingin dicapai bersama. 

 
2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 
Pasal 6 
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(1) Dalam melaksanakan pencegahan dan peningkatan 

kualitas terhadap perumahan kumuh dan 
permukiman kumuh, Pemerintah Daerah memiliki 

tugas: 
a. merumuskan kebijakan dan strategi kota serta 

rencana pembangunan kota terkait pencegahan 

dan peningkatan kualitas perumahan kumuh 
dan permukiman kumuh; 

b. melakukan survei dan pendataan mengenai 
tingkat kekumuhan lokasi perumahan dan 

permukiman; 
c. melakukan pemberdayaan kepada masyarakat; 
d. melakukan penataan dan pengembangan 

kawasan permukiman serta sarana dan 
prasarana dalam upaya pencegahan dan 

peningkatan kualitas perumahan kumuh dan 
permukiman kumuh; 

e. melakukan penataan dan pengembangan 
perumahan yang layak huni bagi masyarakat, 
khususnya masyarakat miskin dan masyarakat 

berpenghasilan rendah; 
f. memberikan bantuan sosial dan pemberdayaan 

terhadap masyarakat miskin dan masyarakat 
berpenghasilan rendah; 

g. memberikan bantuan sosial dan pemberdayaan 
terhadap masyarakat miskin dan masyarakat 
berpenghasilan rendah; dan 

h. melakukan penyediaan pertanahan dalam 
upaya pencegahan dan peningkatan kualitas 

perumahan kumuh dan permukiman kumuh. 
(2) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah sesuai 
kewenangannya. 

(3) Perangkat Daerah yang membidangi perumahan dan 

permukiman membantu penyusunan rencana teknis 
penanganan dalam upaya melaksanakan fungsi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan 
huruf e dengan melibatkan masyarakat dalam 

penyusunannya. 
(4) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dan 

sinkronisasi program antar Perangkat Daerah. 

(5) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program 
dilakukan melalui pembentukan tim koordinasi 

tingkat daerah. 
(6) Hasil penyusunan rencana teknis sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan 
Wali Kota. 

(7) Tim Koordinasi Tingkat Daerah perumahan kumuh 

dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud 
ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota. 

 
3. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 
Pasal 11 



- 10 - 
 

 

  

(1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari bangunan gedung 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf 
a mencakup: 

a. ketidakteraturan bangunan gedung; 
b. tingkat kepadatan bangunan gedung yang tinggi 

yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana 

tata ruang; dan/atau 
c. kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat. 

(2) Ketidakteraturan bangunan gedung sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi 

bangunan pada perumahan dan permukiman: 
a. tidak memenuhi ketentuan tata bangunan 

gedung dalam Rencana Detil Tata Ruang 

(RDTR), yang meliputi pengaturan bentuk, 
besaran, perletakan, dan tampilan bangunan 

pada suatu zona; dan/atau 
b. tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan 

tata kualitas lingkungan dalam Rencana Tata 
Bangunan dan Lingkungan (RTBL), yang 
meliputi pengaturan blok lingkungan, kapling, 

bangunan, ketinggian dan elevasi lantai, konsep 
identitas lingkungan, konsep orientasi 

lingkungan, dan wajah jalan; 
(3) Tingkat kepadatan bangunan gedung yang tinggi 

yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata 
ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
merupakan kondisi bangunan gedung pada 

perumahan dan permukiman dengan: 
a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang melebihi 

ketentuan RDTR, dan/atau RTBL; dan/atau 
b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) yang 

melebihKoefisien Lantai Bangunan (KLB) yang 
melebihi ketentuan dalam RDTR, dan/atau 
RTBLi ketentuan dalam RDTR, dan/atau RTBL. 

(4) Kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

merupakan kondisi bangunan gedung pada 
Perumahan dan Permukiman yang tidak sesuai 

dengan persyaratan teknis. 
(5) Persyaratan teknis bangunan gedung sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) terdiri atas: 

a. persyaratan tata bangunan; dan 
b. persyaratan keandalan bangunan gedung. 

(6) Persyaratan tata bangunan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (5) huruf a terdiri atas: 

a. peruntukan lokasi dan intensitas bangunan 
gedung;  

b. arsitektur bangunan gedung;  

c. pengendalian dampak lingkungan;  
d. rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL); 

dan  
e. pembangunan bangunan gedung di atas 

dan/atau di bawah tanah, air dan/atau 
Prasarana/Sarana umum. 
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(7) Persyaratan keandalan bangunan gedung 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri 
atas: 

a. persyaratan keselamatan bangunan gedung; 
b. persyaratan kesehatan bangunan gedung; 
c. persyaratan kenyamanan bangunan gedung; 

dan  
d. persyaratan kemudahan bangunan gedung. 

 
4. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 
 

Pasal 12 

(1) Dalam hal kota belum memiliki RDTR dan/atau 
RTBL, maka penilaian ketidakteraturan dan 

kepadatan bangunan gedung dilakukan dengan 
merujuk pada rekomendasi tim koordinasi yang 

terkait dengan penataan ruang. 
(2) Dalam hal bangunan gedung tidak memiliki 

dokumen perizinan/persetujuan bangunan Gedung 

(IMB /atau PBG), maka penilaian ketidakteraturan 
dan kepadatan bangunan merujuk kepada hasil 

pengawasan/inspeksi yang dilakukan oleh Dinas 
Teknis yang memiliki tugas dan fungsi terkait 

pengawasan dan pengendalian bangunan gedung 
dan/atau hasil pemetaan Kawasan kumuh yang 
dilakukan oleh Dinas Teknis yang memiliki tugas dan 

fungsi terkait perumahan/permukiman. 
 

5. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 15 
(1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari drainase 

lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 

ayat (2) huruf d mencakup: 
a. drainase lingkungan tidak tersedia; 

b. drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan 
limpasan air hujan sehingga menimbulkan 

genangan; dan/atau 
c. kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk 

(2) Drainase lingkungan tidak tersedia sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi 
dimana saluran tersier dan/atau saluran lokal tidak 

tersedia, dan/atau tidak terhubung dengan saluran 
pada hierarki di atasnya sehingga menyebabkan air 

tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan. 
(3) Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan 

limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
merupakan kondisi dimana jaringan drainase 

lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air 
sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi lebih 

dari 30 cm (tiga puluh sentimeter) selama lebih dari 
2 (dua) jam dan terjadi lebih dari 2 (dua) kali setahun. 
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(4) Kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
merupakan kondisi dimana kualitas konstruksi 

drainase buruk karena berupa galian tanah tanpa 
material pelapis atau penutup atau telah terjadi 
kerusakan. 

 
6. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 
 

Pasal 16 
(1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan air 

limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 

(2) huruf e mencakup: 
(2) Sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi 

persyaratan teknis yang berlaku sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi 

dimana pengelolaan air limbah pada lingkungan 
Perumahan atau Permukiman tidak memiliki sistem 
yang memadai, yaitu terdiri atas kakus/kloset yang 

terhubung dengan tangki septik baik secara 
individual/domestik, komunal maupun terpusat. 

(3) Prasarana dan Sarana pengelolaan air limbah tidak 
memenuhi persyaratan teknis sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi 
Prasarana dan Sarana pengelolaan air limbah pada 
Perumahan atau Permukiman dimana: 

a. kakus/kloset tidak terhubung dengan tangki 
septik; atau 

b. tidak tersedianya sistem pengolahan limbah 
setempat atau terpusat. 

 
7. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 
Pasal 17 

(1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan 
persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

10 ayat (2) huruf f mencakup: 
a. prasarana dan sarana persampahan tidak 

sesuai dengan persyaratan teknis; dan/atau 

b. sistem pengelolaan persampahan tidak 
memenuhi persyaratan teknis. 

(2) Prasarana dan Sarana persampahan tidak 
memenuhi persyaratan teknis sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi 
dimana Prasarana dan Sarana persampahan pada 
lingkungan Perumahan atau Permukiman tidak 

memadai sebagai berikut: 
a. tempat sampah dengan pemilahan sampah pada 

skala domestik atau rumah tangga;  
b. tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R 

(reduce, reuse, recycle) pada skala lingkungan;  
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c. sarana pengangkut sampah pada skala 

lingkungan; dan  
d. tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada 

skala lingkungan. 
(3) Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi 

persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf b merupakan kondisi dimana pengelolaan 
persampahan pada lingkungan Perumahan atau 

Permukiman tidak memenuhi persyaratan sebagai 
berikut: 

a. pewadahan dan pemilahan domestik;  
b. pengumpulan sampah lingkungan;  
c. pengangkutan sampah lingkungan; dan  

d. pengolahan sampah lingkungan. 
 

8. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

 
Pasal 18 

(1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari proteksi kebakaran 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf 
g mencakup ketidaktersediaan: 

a. prasarana proteksi kebakaran; dan/atau 
b. sarana proteksi kebakaran. 

(2) Prasarana proteksi kebakaran tidak tersedia 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
merupakan kondisi dimana tidak tersedianya: 

a. pasokan air yang diperoleh dari sumber alam 
maupun buatan; 

b. akses jalan masuk dan keluar sarana pemadam 
kebakaran; 

c. sarana komunikasi untuk pemberitahuan 
terjadinya kebakaran; dan/atau 

d. data tentang sistem proteksi kebakaran 

lingkungan yang mudah diakses. 
(3) Sarana proteksi kebakaran tidak tersedia 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri 
atas: 

a. alat Pemadam Api Ringan (APAR); 
b. kendaraan pemadam kebakaran; dan/atau 
c. mobil tangga sesuai dengan kebutuhan. 

 
9. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 
Pasal 20 

Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya 
perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru 
dilaksanakan melalui: 

a. pengawasan dan pengendalian; 
b. pemberdayaan masyarakat. 

 
10. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 
Pasal 22 
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(1) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap 

perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 
ayat (1) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
(2) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap 

perizinan sebagaimana dimaksud pada  ayat (1) 

dilakukan pada tahap perencanaan dan tahap 
pembangunan Perumahan dan Permukiman. 

(3) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap 
perizinan pada tahap perencanaan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menjamin: 
a. kesesuaian lokasi perumahan dan permukiman 

baru yang direncanakan dengan rencana tata 

ruang; dan 
b. keterpaduan rencana pengembangan 

prasarana, sarana, dan utilitas umum sesuai 
dengan ketentuan dan standar teknis yang 

berlaku. 
(4) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap 

perizinan pada tahap pembangunan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menjamin: 
a. kesesuaian hasil pembangunan perumahan dan 

permukiman yang direncanakan dengan 
rencana tapak yang telah ditetapkan; 

b. keterpaduan pemenuhan  pengembangan 
prasarana, sarana, dan utilitas umum sesuai 
dengan ketentuan dan standar teknis yang 

berlaku. 
c. pengaturan ayat pasal 22 ayat (4) diatur dalam 

peraturan walikota. 
 

11. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

 

Pasal 23 
(1) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap 

standar teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
21 ayat (1) huruf b dilakukan terhadap: 

a. bangunan; 
b. jalan lingkungan;  
c. penyediaan air minum;  

d. drainase lingkungan;  
e. pengelolaan air limbah;  

f. pengelolaan persampahan; dan  
g. proteksi kebakaran. 

(2) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap 
standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan pada tahap perencanaan dan tahap 

pembangunan perumahan dan permukiman. 
(3) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap 

standar teknis pada tahap perencanaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menjamin: 
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a. tersedianya rencana teknis sistem pelayanan 

yang dibangun sesuai ketentuan standar teknis 
yang berlaku; 

b. tersedianya rencana teknis pemenuhan 
kuantitas kapasitas dan dimensi yang dibangun 
sesuai ketentuan standar teknis yang berlaku; 

(4) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap 
standar teknis pada tahap pembangunan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 
untuk menjamin: 

a. terpenuhinya sistem pelayanan yang dibangun 
sesuai ketentuan standar teknis yang berlaku; 

b. terpenuhinya kuantitas kapasitas dan dimensi 

yang dibangun sesuai ketentuan standar teknis 
yang berlaku; 

c. terpenuhinya kualitas bahan atau material yang 
digunakan serta kualitas pelayanan yang 

diberikan sesuai ketentuan standar teknis yang 
berlaku. 

(5) Pemenuhan terhadap kuantitas kapasitas dan 

dimensi sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b 
khusus terhadap bangunan dan jalan lingkungan 

dilakukan sebagai berikut: 
a. untuk bangunan, pemenuhan standar 

pemanfaatan ruang dilaksanakan pada saat 
akan dilakukannya perubahan/peningkatan 
kualitas bangunan baik secara swadaya 

maupun dengan bantuan dana pihak 
lain/hibah; 

b. untuk jalan lingkungan, pemenuhan standar 
teknis dilaksanakan bersamaan pada saat 

pelaksanaan Pembangunan jaringan utilitas 
terkait lainnya yang memanfaatkan lahan ruang 
milik jalan terkecuali bangunan utilitas sudah 

terbangun terlebih dahulu; 
c. apabila pemenuhan standar teknis sebagaimana 

dimaksud ayat (4) huruf b belum 
memungkinkan/terkendala, maka pemenuhan 

standar teknis diutamakan  
mengimplementasikan fungsi/peran jalan 
lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

13 ayat (1) 
 

12. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

 
Pasal 27 

(1) Pemantauan terhadap tumbuh dan berkembangnya 

perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a 

merupakan kegiatan pengamatan yang dilakukan 
secara: 

a. langsung; dan/atau 
b. tidak langsung. 
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(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan 
melibatkan peran masyarakat. 

(3) Pemantauan secara langsung sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui 
pengamatan lapangan pada lokasi yang diindikasi 

berpotensi menjadi kumuh. 
(4) Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan 
berdasarkan: 

a. data dan informasi mengenai lokasi kumuh yang 
ditangani; 

b. pengaduan masyarakat maupun media massa. 

(5) Pemantauan terhadap tumbuh dan berkembangnya 
perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
secara berkala maupun sesuai kebutuhan atau 

insidental. 
(6) Pemantauan secara berkala sebagaimana dimaksud 

ayat (5) sekurang-kurangnya dilakukan setiap 3 (tiga) 

tahun. 
 

13. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

 
Pasal 28 

(1) Evaluasi dalam rangka pencegahan tumbuh dan 

berkembangnya perumahan kumuh dan 
permukiman kumuh baru sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 26 huruf b merupakan kegiatan 
penilaian secara terukur dan obyektif terhadap hasil 

pemantauan. 
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan 

melibatkan peran masyarakat. 
(3) Pemerintah Daerah dapat dibantu oleh ahli yang 

memiliki pengalaman dan pengetahuan memadai 
dalam hal pencegahan dan peningkatan kualitas 

terhadap perumahan kumuh dan permukiman 
kumuh. 

(4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan dengan menilai kesesuaian Perumahan 
dan Permukiman terhadap: 

(5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disertai dengan rekomendasi pencegahan tumbuh 

dan berkembangnya perumahan kumuh dan 
permukiman kumuh baru. 
 

14. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 32 
(1) Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 

ayat (2) huruf a merupakan kegiatan pembelajaran 
untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan 
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keterampilan masyarakat serta perilaku masyarakat 

terkait Pencegahan terhadap tumbuh dan 
berkembangnya Perumahan Kumuh dan 

Permukiman Kumuh. 
(2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat dilakukan secara langsung dan/atau tidak 

langsung dengan menggunakan alat bantu dan/atau 
alat peraga. 

 
15. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 
Pasal 34 

(1) Bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 

31 ayat (2) huruf c meliputi fasilitasi: 
a. penyusunan perencanaan;  

b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan 
kriteria;  

c. penguatan kapasitas kelembagaan;  
d. pengembangan alternatif pembiayaan; dan/atau 
e. persiapan pelaksanaan kerjasama pemerintah 

daerah dengan pemangku kepentingan. 
(2) Lingkup bantuan teknis sebagaimana dimaksud ayat 

(1) huruf a dan b meliputi penyusunan rencana 
teknis dan penyusunan norma,standar, prosedur 

dan kriteria untuk: 
a. bangunan rumah tinggal dan sarana umum;  
b. jalan lingkungan;  

c. penyediaan air minum;  
d. drainase lingkungan;  

e. pengelolaan air limbah;  
f. pengelolaan persampahan; dan  

g. proteksi kebakaran. 
(3) Perangkat Daerah melaksanakan Bantuan teknis 

penyusunan rencana pengembangan tapak pada 

permukiman  terbangun (perumahan swadaya) 
berikut ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf c, huruf d, dan huruf e. 
(4) Ketentuan tentang bantuan teknis sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Wali Kota. 
 

16. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 39 
(1) Identifikasi lokasi dan penilaian lokasi sebagaimana 

dimaksud pada pasal 38 ayat (2) meliputi identifikasi 
terhadap: 
a. kondisi kekumuhan;  

b. legalitas tanah; dan  
c. pertimbangan lain. 

(2) Identifikasi lokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1) dilakukan sesuai dengan prosedur pendataan 

identifikasi lokasi Perumahan Kumuh dan 
Permukiman Kumuh. 
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(3) Proses identifikasi lokasi didahului dengan 

identifikasi Perumahan dan Permukiman. 
(4) Lokasi yang terindikasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) merupakan lokasi yang memiliki tingkat 
kepadatan yang tidak sesuai dengan ketentuan 
rencana tata ruang. 

 
17. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 
Pasal 40 

(1) Identifikasi perumahan dan permukiman 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) 
merupakan upaya untuk menentukan batasan atau 

lingkup entitas perumahan dan permukiman formal 
atau swadaya dari setiap lokasi dalam suatu wilayah 

kota. 
(2) Penentuan perumahan dan permukiman 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
dengan pendekatan fungsional melalui identifikasi 
deliniasi. 

 
18. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 
Pasal 41 

(1) Identifikasi kondisi kekumuhan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a merupakan 
upaya untuk menentukan tingkat kekumuhan pada 

Perumahan dan Permukiman dengan menemukan 
dan mengenali permasalahan kondisi bangunan 

gedung beserta Prasarana dan Sarana 
pendukungnya. 

(2) Identifikasi kondisi kekumuhan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan 
kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman 

Kumuh. 
 

19. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 42 
(1) Identifikasi legalitas tanah sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b merupakan tahap 

identifikasi untuk menentukan status legalitas tanah 
pada setiap lokasi Perumahan Kumuh dan 

Permukiman Kumuh sebagai dasar penentuan 
bentuk penanganan. 

(2) Identifikasi legalitas tanah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) meliputi: 
a. kejelasan status penguasaan tanah; dan 

b. kesesuaian dengan rencana tata ruang. 
(3) Status penguasaan tanah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf a merupakan kejelasan terhadap 
status penguasaan tanah berupa: 
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a. kepemilikan sendiri, dengan bukti dokumen 

sertifikat hak atas tanah atau bentuk dokumen 
keterangan status tanah lainnya yang sah; atau 

b. kepemilikan pihak lain (termasuk milik 
adat/ulayat), dengan bukti izin pemanfaatan 
tanah dari pemegang hak atas tanah atau 

pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis 
antara pemegang hak atas tanah atau pemilik 

tanah dengan pemanfaat tanah. 
(4) Kesesuaian dengan rencana tata ruang sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan 
kesesuaian terhadap peruntukan tanah dalam 
rencana tata ruang, yang dibuktikan dengan Surat 

Keterangan Rencana Kota (SKRK). 
 

20. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 43 
(1) Identifikasi pertimbangan lain sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c merupakan 

tahap identifikasi terhadap beberapa hal lain yang 
bersifat non fisik untuk menentukan skala prioritas 

penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman 
Kumuh. 

(2) Identifikasi pertimbangan lain sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek: 
a. nilai strategis lokasi;  

b. kependudukan; dan  
c. kondisi sosial, ekonomi, dan budaya. 

(3) Nilai strategis lokasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf a merupakan pertimbangan letak 

lokasi Perumahan atau Permukiman pada: 
a. fungsi strategis daerah kabupaten/kota; atau  
b. bukan fungsi strategis daerah kabupaten/kota. 

(4) Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf b merupakan pertimbangan kepadatan 

penduduk pada lokasi Perumahan atau Permukiman 
dengan klasifikasi: 

a. rendah yaitu kepadatan penduduk di bawah 150 
(seratus lima puluh) jiwa/ha; 

b. sedang yaitu kepadatan penduduk antara 151–

200 (seratus lima puluh satu sampai dengan 
dua ratus) jiwa/ha; 

c. tinggi yaitu kepadatan penduduk antara 201–
400 (dua ratus satu sampai dengan empat ratus) 

jiwa/ha; dan 
d. sangat padat yaitu kepadatan penduduk di atas 

400 (empat ratus) jiwa/ha 

(5) Kondisi sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan 

pertimbangan potensi yang dimiliki lokasi 
Perumahan atau Permukiman berupa: 

a. potensi sosial yaitu tingkat partisipasi 
masyarakat dalam mendukung pembangunan; 
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b. potensi ekonomi yaitu adanya kegiatan ekonomi 

tertentu yang bersifat strategis bagi masyarakat 
setempat; dan 

c. potensi budaya yaitu adanya kegiatan atau 
warisan budaya tertentu yang dimiliki 
masyarakat setempat. 

 
21. Di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 47 disisipkan 1 (satu) 

ayat, yakni ayat (3a) sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 47 
(1) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 38 ayat (3) dilengkapi dengan: 

a. tabel daftar lokasi perumahan kumuh dan 
permukiman kumuh;  

b. peta sebaran perumahan kumuh dan 
permukiman kumuh;  

c. kondisi sosial budaya dan ekonomi masyarakat 
di lokasi perumahan kumuh dan permukiman 
kumuh. 

(2) Tabel daftar lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf a, berisi data terkait nama lokasi, luas, 

lingkup administratif, titik koordinat, kondisi 
kekumuhan, status lahan dan prioritas penanganan 

untuk setiap lokasi perumahan kumuh dan 
permukiman kumuh yang ditetapkan. 

(3) Prioritas penanganan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) berdasarkan hasil penilaian aspek 
pertimbangan lain. 

(3a) Penetapan lokasi ditindaklanjuti dengan 
perencanaan penanganan Perumahan Kumuh dan 

Permukiman Kumuh yang dilakukan oleh 
Pemerintah Daerah, sesuai dengan pasal 6 ayat (3)  
dengan melibatkan masyarakat serta Pemerintah 

Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan 
kewenangannya. 

(4) Format kelengkapan penetapan lokasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 

III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Daerah ini. 
 

22. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 60 
(1) Pasca Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan 

Kumuh dan Permukiman Kumuh dilakukan 
pengelolaan untuk mempertahankan dan menjaga 
kualitas Perumahan dan Permukiman secara 

berkelanjutan. 
(2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan oleh masyarakat secara swadaya. 
(3) Pengelolaan dapat difasilitasi oleh Pemerintah 

Daerah untuk meningkatkan keswadayaan 
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masyarakat dalam pengelolaan Perumahan dan 

Permukiman layak huni. 
(4) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

terdiri atas:  
a. pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat; 

dan  

b. Pemeliharaan dan Perbaikan. 
 

23. Di antara Pasal 60 dan Pasal 61 disisipkan 1 (satu) pasal, 
yakni Pasal 60A sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 60A 
(1) Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4) huruf 

a merupakan upaya untuk mengoptimalkan peran 
masyarakat dalam mengelola Perumahan dan 

Permukiman layak huni dan berkelanjutan serta 
untuk mengoptimalkan peran masyarakat dalam 

Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh 
dan Permukiman Kumuh. 

(2) Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada 
tingkat komunitas sampai pada tingkat kota sebagai 

fasilitator pengelolaan Perumahan dan Permukiman 
layak huni. 

(3) Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk 
berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

(4) Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat dapat 
difasilitasi oleh Pemerintah Daerah. 

(5) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
dilakukan dalam bentuk: 

a. penyediaan dan sosialisasi norma, standar, 
pedoman, dan kriteria; 

b. pemberian bimbingan, pelatihan/penyuluhan, 

supervisi, dan konsultasi; dan/atau 
c. pemberian kemudahan dan/atau bantuan. 

(6) Kelompok Swadaya Masyarakat dibiayai secara 
swadaya oleh masyarakat. 

(7) Pembiayaan Kelompok Swadaya Masyarakat selain 
secara swadaya oleh masyarakat, dapat diperoleh 
melalui kontribusi Setiap Orang. 

(8) Kelompok Swadaya Masyarakat dibentuk oleh 
masyarakat secara swadaya atau atas prakarsa 

Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah. 
(9) Kelompok Swadaya Masyarakat dibentuk oleh 

masyarakat secara swadaya atau atas prakarsa 
Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah. 

(10) Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

tidak perlu dilakukan dalam hal sudah terdapat 
Kelompok Swadaya Masyarakat yang sejenis. 

 
24. Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 
Pasal 61 
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(1) Pemeliharaan rumah dan prasarana, sarana, dan 

utilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
60 ayat (4) dilakukan melalui perawatan dan 

pemeriksaan secara berkala. 
(2) Pemeliharaan rumah beserta prasarana, sarana dan 

utilitas yang berupa aset non pemerintah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan 
oleh setiap pemilik/penghuni rumah. 

(3) Pemeliharaan prasarana, sarana, dan utilitas umum 
berupa aset yang dimiliki pemerintah untuk 

perumahan, dan permukiman wajib dilakukan oleh 
setiap orang dan Pemerintah sesuai dengan 
kewenangannya dengan memprioritaskan pelibatan 

masyarakat terdampak bila pelaksanaannya 
dilakukan secara padat karya. 

(4) Pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas yang 
digunakan untuk umum namun lahannya  sebagian 

atau seluruhnya berupa asset non pemerintah dapat 
dilakukan oleh setiap orang dan atau Pemerintah 
dengan prosedur/tata cara sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. 
(5) Pelanggaran terhadap ketentuan pada ayat (2), dan 

(4) dikenakan sanksi administratif. 
(6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dapat berupa: 
a. teguran lisan;   
b. teguran tertulis;  

c. penghentian sementara kegiatan; 
d. penghentian tetap kegiatan;  

e. pencabutan sementara izin;  
f. pencabutan tetap izin;  

g. denda administratif; dan/atau  
h. sanksi administratif lain sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(7) Tata cara penerapan sanksi administrasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan 

Peraturan Wali Kota. 
 

25. Ketentuan Pasal 62 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 62 

(1) Perbaikan rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas 
umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat 

(4) dilakukan melalui rehabilitasi atau pemugaran. 
(2) Perbaikan rumah wajib dilakukan oleh setiap orang. 

(3) Perbaikan prasarana, sarana, dan utilitas umum 
berupa aset yang dimiliki pemerintah untuk 
perumahan, dan permukiman wajib dilakukan oleh 

setiap orang dan Pemerintah sesuai dengan 
kewenangannya, bila berada pada lingkungan MBR  

memprioritaskan pelibatan masyarakat terdampak 
bila pelaksanaannya dilakukan secara padat karya. 

(4) Perbaikan prasarana, sarana dan utilitas yang 
digunakan untuk umum namun lahannya sebagian 
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atau seluruhnya berupa aset non pemerintah dapat 

dilakukan oleh setiap orang dan atau Pemerintah 
dengan prosedur/tata cara sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. 
(5) Pelanggaran terhadap ketentuan pada ayat (2), dan 

(4) dikenakan sanksi administratif. 

(6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat berupa: 

a. teguran lisan;  
b. teguran tertulis;  

c. penghentian sementara kegiatan;  
d. penghentian tetap kegiatan;  
e. pencabutan sementara izin;  

f. pencabutan tetap izin;  
g. denda administratif; dan/atau 

h. sanksi administratif lain sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(7) Tata cara penerapan sanksi administrasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan 
Peraturan Wali Kota. 

 
Pasal II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Daerah Kota Bogor. 
 

 
Ditetapkan di Bogor 

pada tanggal     
   
Pj. WALI KOTA BOGOR, 

 
 

 
HERY ANTASARI 
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Diundangkan di Bogor 

pada tanggal 
 

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR, 
 
 

 
HANAFI 

 
 

LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR TAHUN…….NOMOR…. 
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR PROVINSI JAWA BARAT 
 

 



PENJELASAN 

ATAS 
PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR 

NOMOR … TAHUN … 
TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2017 

TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP 
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH 

 
I. UMUM 

Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman merupakan 
kegiatan yang bersifat multi sektor dan berkaitan erat dengan 
kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 

tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menyatakan bahwa 
negara bertanggung jawab melindungi seluruh rakyat Indonesia melalui 

penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, sehingga 
masyarakat dapat bertempat tinggal secara layak di lingkungan yang 

aman, sehat, harmonis, dan berkelanjutan. 
Penyediaan perumahan dan kawasan permukiman di perkotaan 

saat ini juga menimbulkan masalah tersendiri di antaranya masih 

adanya kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah 
rumah yang dibutuhkan masyarakat , masih adanya rumah tidak layak 

huni, prasarana sarana utilitas (PSU) perumahan yang belum terawat 
dengan baik, belum optimalnya Pemerintah Daerah dalam mengawasi 

dan memelihara PSU perumahan karena bukan merupakan aset Pemda, 
alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perumahan, juga 
permasalahan perumahan dan pernukiman kumuh menjadi tantangan 

daerah untuk segera diatasi. 
Permukiman kumuh merupakan salah satu masalah yarg dihadapi 

semua kota besar di lndonesia. Kota sebagai wadah konsentrasi 
penduduk serta berbagai kegiatan yang ada di dalamnya tumbuh dan 

berkembang semakin cepat dan luas seiring dengan bertambahnya 
jumlah penduduk di setiap tahunnya. Pada Sebagian masyarakat, 
keterbatasan lahan serta keterbatasan ekonomi atau bahkan pada 

bagian masyarakat lainnya berada pada kondisi yang dapat 
dikategorikan mengalami kemiskinan ekstrim,mengakibatkan 

masyarakat membangun rumah di tempat yang sempit bahkan illegal  
dan tidak dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas yang 

memadai sehingga pertumbuhan kawasan permukiman menjadi tidak 
terkendali yang mengakibatkan muncul dan berkembangnya 

permukiman kumuh. 
Disadari bahwa tumbuh dan berkembangnya perumahan dan 

permukiman kumuh di perkotaan berdampak terhadap menurunnya 
kualitas kehidupan dan lingkungan. Meskipun demikian, sesungguhnya 
masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut telah berupaya untuk 

mengurangi resiko yang akan terjadi. Masyarakat berupaya beradaptasi 
dengan memodifikasi fungsi ruang sebagai ruang multifungsi dan 

menerapkan pendekatan fleksibilitas dan responsif dalam merespon 
segala perubahan yang terjadi pada ruang/wilayah yang ditinggali. Hal 

ini memunculkan tumbuhnya ikatan sosial antara masyarakat penghuni 
sehingga secara positif berdampak terhadap upaya penciptaan 
keamanan lingkungan dan adanya rasa saling memiliki. 

Oleh karena itu, Pemerintah Kota Bogor secara bertahap 
mengupayakan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap 

perumahan kumuh dan permukiman kumuh diantaranya melalui 
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penyusunan perubahan/revisi peraturan yang dapat dijadikan pedoman 

dalam meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman, 
khususnya pada wilayah yang dikategorikan kumuh. 

 
II. PASAL DEMI PASAL 

dst…… 

 
 

 
 

 
 
 

Pj. WALI KOTA BOGOR, 
 

 
 

HERY ANTASARI 
 

 


